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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

 Kegiatan advokasi yang dilakukan SAFEnet mengenai Kekerasan Berbasis 

Gender di Indonesia (KBGO), dapat disimpulkan bahwa SAFEnet memainkan 

peran yang penting dalam advokasi kasus KBGO di Indonesia pada pendampingan 

korban dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk 

media yang digunakan dalam melakukan advokasi. SAFEnet mengidentifikasi 

permasalahan publik yang harus diatasi, ditambah lagi adanya identifikasi aktor 

yang terlibat dalam mengatasi permasalahan KBGO di Indonesia, Dengan 

keberadaan internet dan perkembangan zaman yang begitu pesat sangat membantu 

SAFEnet dalam melakukan advokasi yang lebih  luas. Media sosial juga akan lebih 

mampu mengorganisasikan masyarakat lewat berbagai bidang. Penggunaan media 

sosial sangat berpengaruh dalam advokasi  gerakan dan dukungan dengan 

menggunakan media sosial. Apa yang menjadi fokus terhadap kegiatan advokasi 

sudah sesuai 6 tahapan yang dilakukan yaitu analisis, strategi, mobilisasi, aksi, 

evaluasi, dan kesinambungan. Yang dapat dilihat bahwa : 

1. Analisis 

Berkaitan dengan variabel Analisis, kegiatan advokasi yang 

dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah sangat baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya data dan fakta yang ditemukan oleh peneliti 
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dimana SAFEnet memahami terkait dengan permasalahan KBGO 

mulai dari informasi KBGO, aduan kasus, bentuk kasus KBGO yang 

terjadi, faktor-faktor penyebab KBGO, peranan stakeholders dalam 

melakukan advokasi, memahami kebijakan yang berkaitan dengan 

KBGO hingga mengetahui target sasaran dalam melakukan advokasi 

KBGO. 

2. Strategi 

Berkaitan dengan variabel strategi, kegiatan advokasi yang 

dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki bahwa SAFEnet memiliki 

keterbatasan sumberdaya manusia, tanpa sumberdaya manusia yang 

memadai suatu strategi akan sangat mempengaruhi proses mobilisasi 

dan aksi yang akan dilakukan berikutnya. Selain kurangnya sumber 

daya manusia, dalam melakukan advokasi SAFEnet juga belum 

berkriteriakan specific, measurable, approariate, realistic, timbound 

(SMART) dimana dalam pembentukan suatu strategi seharusnya 

menggunakan kriteria tersebut. Kemudian strategi yang dibuat 

SAFEnet pun hanya untuk jangka pendek sehingga membuat advokasi 

menjadi tidak maksimal 

3. Mobilisasi 

Berkaitan dengan variabel Mobilisasi, kegiatan advokasi yang 

dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO dapat dikatakan cukup baik 

dalam melakukan mobilisasi. Hal ini terbukti dengan pembentukan 
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koalisi dan bagaimana peranan koalisi tersebut dalam melakukan 

advokasi, SAFEnet juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik 

bersama organisasi masyarakat sipil, kampus, maupun dengan 

kementerian lembaga pemerintah. Setiap koalisi atau organisasi juga 

memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kemudian SAFEnet juga sudah 

memanfaatkan media dengan optimal terbukti dengan eksistensi yang 

terus meningkat. Namun ada beberapa hal yang masih harus 

diperhatikan seperti dalam pengarahan koalisi yang dilakukan SAFEnet 

masih belum maksimal karena pada dasarnya setiap organisasi 

memiliki keterbatasannya masing-masing sehingga menghambat 

proses advokasi yang dilakukan serta terbatasnya sumberdaya manusia. 

4. Aksi 

Berkaitan dengan variabel aksi, kegiatan advokasi yang dilakukan 

SAFEnet dalam kasus KBGO sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan 

SAFEnet sudah melakukan rencana awal advokasi dengan tujuan 

pelaksanaan walaupun dalam pelaksanaannya ada perubahan situasi 

namun SAFEnet mampu menanganinya. SAFEnet juga berhasil dan 

telah banyak melakukan program bersama dengan koalisi untuk 

melakukan advokasi KBGO. 

5. Evaluasi 

Berkaitan dengan variabel evaluasi, kegiatan advokasi yang 

dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah dilakukan namun tidak 
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sesuai dengan toeri Advokasi Jhons Hopkins University. SAFEnet 

memang telah melakukan evaluasi untuk memperbaiki internal dan 

eksternal dengan melakukan pembenahan organisasi, evaluasi setiap 

program dan kampanye advokasi namun SAFEnet belum melakukan 

evaluasi secara komprehensif yang meliputi adanya penilaian antara 

tujuan awal dan hasil akhir yang diperoleh dengan mengacu pada 

indikator-indikator evaluasi yang ditetapkan sebelumnya, lalu tidak 

adanya rencana tindak lanjut strategi sebagai bentuk tindak lanjut 

evaluasi sehingga variabel ini hanya dinilai cukup baik. 

6. Kesinambungan 

Berkaitan dengan variabel Kesinambungan, kegiatan advokasi yang 

dilakukan SAFEnet dalam kasus KBGO sudah dikatakan cukup baik 

hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa SAFEnet memiliki target dan 

strategi untuk menjalankan advokasi di masa yang akan datang dengan 

menyiapkan program baru dan mengembangkan program-program 

yang sudah ada sebelumnya. SAFEnet juga mempertahankan koalisi 

dan organisasi yang mendukung advokasi walaupun langkah-langkah 

spesifik tidak dipaparkan secara nyata oleh SAFEnet. 
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6.2 Saran 

 

Setelah memahami analisa beserta permasalahan yang ditemukan oleh 

peneliti, maka peneliti akan memberikan saran bagi SAFEnet untuk mengatasi 

kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kedepannya dan untuk 

meningkatkan kualitas SAFEnet, diantaranya; 

1. Strategi advokasi direncanakan bersama dengan organisasi terkait dan 

mempersiapkan rencana strategis untuk jangka panjang, kemudian 

SAFEnet juga sebaiknya membuat sebuah master plan yang didasarkan 

pada SMART. Kemudian yang terpenting adalah menambahkan 

sumberdaya manusia agar strategi dapat berjalan lebih maksimal dan 

nantinya akan berperngaruh pada tahap selanjutnya. 

2. SAFEnet perlu memperkuat soliditas koalisasi advokasi guna 

mendukung mobilisasi serta aksi advokasi, lebih memaksimalkan 

penggunaan media sosial walaupun eksistensi SAFEnet sudah cukup 

baik hingga saat ini konten-konten poster, ajakan, opini dan artikel 

dapat diinput. 

3. Evaluasi yang lebih komprehensif dengan menampilkan penilaian dan 

kesesuaian tujuan awal dan hasil akhir yang mengacu kepada indikator-

indikator sebelumnya. SAFEnet perlu menetapkan indikator-indikator 

evaluasi advokasi secara lebih menyeluruh dan mendalam. 
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